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Abstract

Transparency *d accountability of state finances must be realized in five

phases of management and accountability of state finances.- The five stages are,
'first, 

planning and budgeting, second, budget executiorq the thir4 accounting,

reporting and accountabitity of the budget, the fourth, r1lernal control, an4 fifttU

an exariination by an independent extemal auditor The process of planning,

implementation, and u""o.rrLbility have been arranged entirely through some of
*re nct (the Act) Law Number 77 Year 2003 on State Finance,Law No' 1 Year

2004 regarding State Treasury, as well as Law Number 15 Year 2004 on the Audit

of the Management and Responsibility of State Finance-

Abstrak

TransparanSi dan akuntabilitas keuangan negara harus diwujudkan dalam

lima tahapan pengelolaan dan pertanggunglawaban keuangan negaril Kelima

tahapan iiu aaahL pertam4 pereocanazm dan penganggar:rn, kedua pelaksanaan

*gg**, ketig4 akuntansi, pelaporan dan pertanggungfawaban anggaran,

ke-mpat, pengawas€m internal, dan, kelima, pemeriksaan oleh auditor ekstirnal

yang inAepenaen. Proses perencanaa& pelaksanaan,,fu pertanggungjawaban

i"tu[ aiato. seluruhnya melalui beberapa undang-undang (ItI) yaitu: undang-

Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara" Undang-Undang No' 1

Tahun2004 tentang PerbendahalaarLNegar4 serta Undang-Undang No. 15 Tahtrn

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggUng Jawab Keuangan Negara

I. PENDAHULUAI\ Perbaikan transparansi dan

Latar belal<angMasalah akuntabilitas keuangan negffa adalah

Pengelolaankeuangannegara bagranterpentingdaripenegakantata

merupakan suatu kegiatan yang akan kelola atalu tata pemerintahan yang

mempengarutri 
- peningftatan baik (good governance)'

kesejahtJraan dan kemakmuran Sebagai stakehotders dalam

*kyut dan bangsa Indonesia. pemerintahan, rakyat menginginkan
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adanya pertanggungiawaban yang
baik dan benar dalam pengelolaan
keuangan negara. Hal ini tercanfum
dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
(UUDNRD 1945 pasal 23 ayat I
yang menyatakan, Anggaran
Pendapatan dan' Belanja Negara
sebagai wujud dari pengelolaan
keuangan negara ditetapkan setiap
tatrun dengan Undang-Undang dan
dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggungjawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Dari
ayat tersebut kita menemukan kata-
kata dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggung jawab sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat. Untuk
mewujudkan keterbukaan tersebut,
maka dilakukanlah pemeriksarul

negila oleh lembaga yang
independen yakni Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK). Pemeriksaan
keuangan negara yang dilakukan
oleh BPK mencakup pemeriksaan
ataspengelolaan keuangan negara
dan pemeriksaan atas tanggung
jawab keuangan negara.
Perumusan Masalah
1. Apa sajakah yang menjadi'ruang

lingkup pemeriksaan keuangan
negam sebagaimana
diamanatkan oleh Pasal 23 C
Bab VII UUDNRI 1945 2

2- Baimanakah bentuk perlakuan
BPK terhadap Pengelola
Keuangan Negara ?

II. LANI}ASAI\ TEORI
Sebagai amanat Pasal 23 C

Bab VIII UUDNRI 1945, keuangan
negara harus diatur dalam UU terkait
dengan pengelolaan hak dan
kewajiban negara Amanat ini
dituangkan dalam UU nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan
negara. Disamping itu dalam dikhm
menimbang UU No. 17 tahun 2003

juga disebutkan latar belakang
penyelenggaraan pemerintahan
negara untuk mewujudkan tujuan
bernegara yang menimbulkan hak
dan kewajiban negara yang dapat
dinilai dengan uan& Pengertian
keuangan negara dalam perspektif
UU No 17 tatrun 2003 dituangkan
dalam Bab I Ketentuan Umum, pasal
I angka (l) yaitu:
"KeuanganNegara adalah semua hak
dan kewajiban negara yang dapat
dinilai dengan uan& serta segala
sesuafu baik berupa unng maupun
berupa barang yang dapat difadikan
milik negara berhubung dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban
tersebuf'.

Dengan demikian pengertian
keuangan negara di atas meliputi hal-
hal sebagai berikut: - hak negara
untuk memungut pajalq
mengeluarkan dan mengedarkan
uang, dan melalnrkan pinjaman;
kewajiban negara untuk
menyelenggarakan tugas layanan
umum pemerintahan negara dan
membayar tagihan pihak ketiga; -
Penerimaan negara; - Pengeluaran
negara; - Penerimaan daerah;
Pengeluaran daerah; - Kekayaan
negaralkekayaan daerah yang
dikelola sendiri atau oleh pihak lain
berupa uang, surat berharga, piutang,
barang, serta hak-hak lain yang dapat
dinilai dengan uan& termasuk

yang dipisahkan pada
perusahaan negara/perusahaan
negarq - Kekayaan pihak lain yang
dikuasai oleh pernerintah dalam
rangka penyelenggaran tugas
pemerintahan dan atau kepentingan
umum; - Kekayaan pihak lain yang
diperoleh dengan menggunakan
fasilitas yang diberikan pemerintah.
Pendekatan yang digunakan dalam
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merumuskau keuangan negara Pada

UU Nomor 17 tahun 2003 ini adalah

dari sisi objelq subjelq proses dan

tujuan Dari sisi objelq Yang
dimaksud dengan keuangan negaru

meliputi semua hak dan kewajiban

negara yang daPat dinilai dengan

uang, termasuk kebijakan dan

kegiatan dala:n bidang fiskal,

moneter dan Pengelolaan kekaYaan

negara yang dipisahkaru serta segala

sesuafu baik beruPa tuulg, mauptm

barang yang daPat dijadikan milik
negara berhubung dengna

pelaksanaan hak dan kewajiban
tersebut. Dari sisi subjek, Yang
dimaksud dengan keuangan negara

meliputi seluruh objek sebagaimana

tersebut di atas yang dimiliki negara,

dan atau dikuasai oleh Pemerintah
pusa! pemerintah daerah, perusahaan

negara/daerah, dan badan lain yang

ada kaitannya dengan keuangan

negaruL Dari sisi Proses, keuangan

negara mencakup seluruh rangkaian

kegiatan yang berkaitan dengan

pengelolaan objek sebagimana
tersebut diatas mulai dari perumusan

kebijakan dan Pengambilan
keputusan sainPai dengan

pertangguogiawaban. Dari sisi

tujuan" keuangan negara meliPuti
seluruh kebijakan, kegiatan dan

hubungan hukum Yang berkaitan

dengan pemilikan dan atau

penguasaan objek sebagaimana

tersebut daitas dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintatran
negara. Bidang Pengelolaan
keuangan negara yang demikian luas

dapal dikelompokan dalam sub

bidang pengelolaan fiskal" sub

bidang pengelolaan moneter dan sub

bidang pengelolaan kekayaan negara

yang dipisahkan. Dalam rangka

mendukung terwujudnYa good
governonce dalam penyelenggaraan

negara, pengelol aan keuangan negaxa

perlu diselenggarakan s@ara

profesional, terbuka dan

be*anggungiawab sesuai dengan

aturan pokok yang telah ditetapkan

dalam UUDNRI 1945- Sesuai

dengan amanat Pasat 23 C t LTDNRI

1945, UU tentang Keuangan Negara

perlu menjabarkan atumn Pokok
yang telah ditetaPkan dalam IIUD
tesebut ke dalam asas-asas trmum

yang meliputi baik asas-asas Yang
telah lama dik@al dalam

pengelolaan keuangan negara, seperti

asas tahunan, asas universalitas' asuls

kesatuan, dan asa.s sPesialitas

maupun asis-zls€ls baru sebagai

pencerminan best Practises
(penerapan kaidah-kaidah yang baik)

dalam pengelolaan keuangan negara,

antara lain: - akuntabilitas

berorientasi hasil, - profesionalitas, -
proporsionalitas, - keterbukaan

dalam pengelolaan keuangan n€gara,

- pemeriksaan keuangan oleh badan

pemeriksa yang bebas dan mandiri-

Asas-asas umum tersebur diperlukan
pula guna menjarnin

terselenggaranya prinsipprinsip
daerah sebagaimana

telah dirumuskan dalam Bab VI UU
DNRI 1945. Dengan dianutnYa asas-

asils umum tersebut di dalam UU
tentang keuangan negira,
pelaksanaan UU ini selain menjadi

acuan dalam reformasi manajemen

keuangan negara, sekaligus

dimaksudkan untuk memPerkokoh

landasan pelaksanaan desentralisasi

dan otonomi daerah di Negara

Kesatuan Republik Indonesia
Dari perspektif UU Tindak

Pidaoa Korupsi ditegaskan dalam

UU No 31 Tahrxr t999 tentang

Tindak Pidana KoruPsi, Yang berlaku
mulai tanggal 16 Agustus 1999 dan

telah direvisi dengan UU Nomor 20
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Tahrm 2001 tentang Perubahan atas
UU nomor 31 Tahun 1999
dimaksudkan untuk menggantikan
nndang-undang no 3 Tatrun l97l
tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Adapun tujuan yang
diemban dalam pengundangan UU
TP Korupsi ini adalah harapan untuk
dapat memenuhi dan mengantisipasi
perkembangan dan kebutuhan hukum
bag, masyarakat dalam rangka
mencegah dan memberantas secara
lebih efektif setiap tindak pidana
korupsi yang sangat merugikan
keuangan negara, perekonomian
negara dan masyarakat pada
umunnya. Disamping hal tersebut,
mengingat korupsi di Indonesia
terjadi sec:ra sistematik dan meluas
sehingga tidak hanya merugikan
keuangan negara, tetapi juga telah
melanggar hak-hak sosial dan
ekonomi masyarakat secara luas,
maka pemberantasan korupsi perlu
dilakukan dengan cara luar biasa.
Dengan demikian, pemberantasan
tindak pidana korupsi harus
dilalcukan dengan cara yang khusus,
antara lain p€nerapan sistem
pembuktian terbalik 'yaknr

pembuktian yang dibebankan kepada
terdakwa Istilah negara
dalam UU ini tercantum dalam pasal
2 yarrgberbunyi: (ayat 1)
"Setiap orang yang secara melawan
hukum melalcukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau
perekonomian negarq dipidana
dengan pidana pe4iara se tmur hidup
atau pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 20
(duapuluh) tahrm dan denda paling
sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) dan paling banyak

Rp.l.000-000.000,00 (satu miliar
rupiah)"
dan pasal 3 yang berbunyi:
"Setiap oftrng yang dengan tujuan

diri sendiri atau
omng lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau saftma yang ada
padanya karena jabatan atau
kedudukannya yang dapat merugikan

negara atau perekonomian
negar4 dipidana dengan pidana
penjara selrmur hidup atau pidana
penjara pating singkat I (satu) tahun
dan paling lama 20 (duapuluh) tahun
dan denda paling sedikit
RP.50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah)"
Dalam ayat di atas dapat dicermati
lebih lanjut yaitu bahwa terdapat 3
pengertian yaitu kegiatan tindak
pidana korupsi, pengertian keuangan
negara dan perekonomian negara.
Lebih lanjut pngertian keuangan
negara disebutkan dalam bagran
penjelasan umum undang-undang
tindak pidana korupsi yaitu bahwa:
"keuangam negara adalah seluruh
kekayaan neg?ra dalam bentuk
apapun yang dipisahkan atau yang
tidak dipisahkan termasuk
didalamnya segala bagian kekayaan
negam dan segala hak dan kewajiban
yang timbul karena berada dalam
penguasaaq pengurusan" dail
pertanggungiawaban pejabat
lembaga negara, baik tingkat pusat
maupun di daerafu berada dalam
penguasan, pengurusan dan
pertanggtmgjawaban Badan Usaha
Milik Negara/Badan Usaha Milik
Daeraln, yayasan, badan hukum dan
perusahaan yang menyertakan modal
negara, atau perusahaan
menyertakan modal pihak

yang
ketiga

1\
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berdasarkan perjanjan dengan
negara Pada bagian yang sama yaitu
penjelasan umum UU No 3l Tahun
1999 disebutkan bahwa yang
dimaksud dengan perekonomian
negara adalah kehidupan
perekonomian yang disusun sebagai
usaha bersama berdasarkan asas

kekeluargaan ataupun usaha

masyarakat secara mandiri yang
didasarkan pada kebijaksanaan
pemerintah baik di tingkat pusat
mauprm di daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang beralku yang
bertujuan memberikan manfaat,
kemakmuran dan kesejahteraan
kepada seluruh kehidupan
masyarakat. Pengertian terakhir
adalah tindak pidana korupsi dimana
disampaikan bahwa tindak pidana
korupsi adalah: - setiap orang yang
secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suafu korporasi
yang dapat merugikan ksuangan
negara atau perekonomian negara. -
Setiap oftmg yang dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau
orung lain atau. suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sar:rna yang ada
padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat
keuangan negara atau perekonomian
negara Dari uraian di atas dapat
dipahami bahwa UU ini bermaksud
mengantisipasi penyimpangan
keuangan negara atau perekonomian
negara yang dirasa semakin canggih
dan rumil 0leh karenanya tindak
pidana korupsi yang diatur
dirumuskan seluas-luasnya sehingga
meliputi perbuatan-porbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi secara

melawan hukum. Dalam rumusan di

atas melawan hukum
dalam tindak pidana korupsi dapat
pula mencalctrp prbuafan-perbuatan
tercela yang menurut perasaan

keadilan masyarakat harus dituntut
dan dipidana Sedangftan yang
dimaksud dengan merugikan adatatt
sama artinya dengan menjadi rugi
atau menjadi berkurang, sehingga
dengan demikian yang dimaksud
dengan unsur menrgikan keuangan
negara adalah sama artinya dengan
menjadi ruginya keuangan negrlra
atau berkurangnya keuangan negara.
Perkembangan hukum Indonesia
ditandai oleh semakin meningkatnya
perkara pidana khususnya pidana
korupsi, yang diajukan ke pengadilan
atas dasar adanya kerugian negara.
Adanya perkembangan dalam
penanganan dalam penanganan
perkara pidana korupsi tidak terlepas
pengetatruan pihak penuntut umum
yang mendorong terciptnya suatu
simpulan perbuatan seseomng yang
melakukan perbuatan melanggar
hulorm dalam lapangan hulilm
apapun, baik publik maupun privat
pasti mengandung dugaan adanya
kerugian negara- Kelemahan
pemrntut umum terlihal dalam
menilai posisi hukum kerugian
keuangan negara dan aspek hukum
privat, di mana penunfut unlum
belum mirmpu menilai dari segl
hukum ada atau tidaknya aspek
kerugian keuangan negara dalam
lapangan hukum privat yang menjadi
dasar hukum pembuktian, dan yang
berkaitan pula dengan penafsiran
terhadap penilaian fal<ta adanya
kerugian negara dalam
badan hukum privat (PERSERO).
Dengan demikian dibuhrhkan kajian
bagaimana dapat dikatakan ada atau
tidaknya kerugian keuangan negara
pada sebuah PERSERO sebagai

L2
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Han hukum privat yang pada
giliramya menentukan pula ada atau
tidaknya tindak pidana korupsi
sebagaimana diatur dalam UU
Nomor 3l Tahun 1999. Pengaturan
de,mikian sangat penting mengingat
dalam hukum pidana dikenal adanya
asas legalitas yang menjadi dasar
perlindungan hukum bagi
warganegara dari perlakuan negara
serta menjadi pembatas wewen:rng
negara dalam menjalankan
kekuasannya Ada penimbangan
penting yang harus diperhatikan pada
aspek hukum kerugian negara dalam
perseroan terbatas (PERSERO) ini,
yaitu menyangkut kedudukan dan
status hukum dari keuangan negara
dalam perseroan terbatas tersebut-
Apabila dikaitkan dengan definisi
keuangan negara satu hal pertama
yang perlu dipahami dan
dikemukakan adalah apa yang
dimaksud dengan negara
tersebut. Keterkaitan definsi
keuangan negara dalam mengetahui
aspek hukum kerugian negara
disebabkan definisi tersebut pada
hakikatnya secara langsung
membantu membatasi ruang lirigkup
keuangan negara. Definisi keuangan
negara dapat dipahami atas tiga
interpretasi atau penafsiran terhadap
pasal 23 UUD 45 yang merupakan
landasan konstitusional keuangan
negara yaitu" penafsiran pertama
adalah: Pengertian keuangan negara
diartikan secara sempil dan untuk itu
dapat disebutkan sebagai keuangan
negara dalam arti sempit, yang hanya
meliputi keuangan negara yang
bersumber pada APBN sebagai sub
sistem keuangan negara dalam arti
sempil Jika didasarkan pada
rumusan tersebut, keuangan negara
adalah semua aspek yang tercakup
dalam APBN yang diajukan oleh

pemerintah kepada DPR setiap
tahunnya. Dengan kata lafu, APBN

deskripsi dari keuangan
negara dalam arti sempig sehingga
pengawasan terhadap APBN juga
merupkan pengawasan terhadap
keuangan negara. Sementara ihr,
penafsiran kedua adalah berkaitan
dengan metode dan sistematik dan
historis yang menyatakan: Keuangan
negara dalam arti luas yang meliputi

negara yang berasal dari
APBN, APBD BUMN, BUMD, dAN
pada hakikahya seluruh harta
kekayaan negara sebagai suatu
sistem negaa Makna
tersebut mengandung pematnman
keuangan negara dalam arti luas,
adalah segala sesuafu kegiatan atau
aktivitas yang berkaitan erat dengan
uang yang diterima atau dibentuk
berdasarkan hak istimewa negara
untuk kepentingan publik.
Pemahaman tersebut kemudian lebih
diarahkan pada dua hal yaitu hak dan
kewajiban negara yang timbut dan
makna keuangan negaftL Adapun
yang dimaksudndengan hak tersebut
adalatr hak menciptakan uang; hak
melakukan pungutan; hak
meminjam, dan hak memaksa.
Adapun kewajiban adalah kewajiban
menyelenggarakan firgas negara
demi kepentingan masyarakat, dan
kewajiban membayar hak-hak
tagihan pihak ketiga berdasarkan
hubungan hukum atau hubungan
hukum khusus. Penafsiran ketiga
dilahftan melalui"pendekatan
sistematik dan teleologis atas
sosiologis terhadap negarat
yang dapat memberikan penafsiran
ymg relatif lebih akurat sesuai
dengan tujuannya''. Maksudnya
adalah,"Apabila tujuan menafsirkan
keuangan negara tersebut
dimaksudkan untuk mengetahui
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sistem pengurusan, dan
pertanggungiawabannya, maka
pengertian keuangan negara tersebut
adalah sempit. Selanjutrya
pengertian keuangan negara apabila
pendekatannya dilaktrkan dengan
menggunakan cara penafsiran

sistematik dan teleologis untuk
mengetahui sistem pengawasan atau
pemeriksaan pertanggungiawaban,
maka pengertian keuangan negara itu
adalah dalam pengertian keuangan
negara dalam arti hras, Yakni
terrraksud didalamnya keuangan
yang berada dalam APBN, APBD ,
BUMN/D dan pada hakikatrya
seluruh kekayaan negara merupakan
obyek pemeriksarm dan pengawasan.

Penafsiran ketiga inilah yang tampak
patlng esensial dan dinamis dalam
menjawab berbagai perkembangan
yang ada di dalam masyarakat.
Bagaimanapun, penafsiran demikan
akan sejalan dengan perkembangan
masyarakat dewasa ini yarg
menuntut adanya kecepatan tindakan
dan kebijakan" khususnya
pemerinta[ baik yang berdasarkan
atas hukum (rechtshandaling)
maupun yang berdasarkan atas fakta
(feitelijlre handeling). Berdasarkan
aspek pengelolaan dan
pertanggungiawaban, perbedaan

yang mendasar akan muncul saat

investasi dengan segala resiko yang

ditawarkan oleh pemerintah dalam
tigajenis badan usaha yang ada. Bagi
investasi yang ditanamkan
pemerintah pada perusahaan jawatan
(PERIAIQ pengelolaan dan
pertanggrrngiawabannya berpedoman
pada Indische Bedrijeventswet

GB\ID. Sementara rtu" pada
perusahaan umum (PERUM)
berpedoman pada UU Nomor 19 PrP

Tahun 1960 dan perseroan terbatas
dengan (PERSERO) pada UU

Nomor 1 Tahun 1995 dan akta
pendirian. Dengan pembedaan ini
dapat terlihat kedudulcan keuangan
negara dalarn aspek investasi yang
ditanamkan pemerintah dan fungsi
pelayanan publiknya terhadap ketiga
jenis badan usaha tersebut berbeda
Pada perjan dan perum, kedudukan
keuangan negara didalamnya adalah

kekayaan negara yang tidak
dipisahkan. Hal demikian berbeda
halnya dengan perseroan terbatas
yang modalnya merupakan kekaYaan

negara yang dipisahkan- Pemisahan

kekayaan negara ini mengandung
makna pemerintah menYisihkan
kekayaan negara untuk dijadikan
model penyertaan guna dijadikan
modal pendirian perseroan atau
unhrk menambah dan memperkuat

struktur permodalan perseroan

terbatas dalarn meningkatkan
kegiatan usahanya. Konsekuensi
logis adanya penyertaan modal
pemerintah pada perseroan terbatas

adalah pemerintah ikut menanggung
risiko dan bertanggung jawab
terhadap kerugian usaha Yang
dibiayainya. Dalam menanggung
risiko dan bertanggung jawab atas

kerugian usaha ini, kedudukan
pemerintah tidak dapat berPosisi
sebagai badan hukum publik. Ha1

demikian disebabkan 'tugas
pemerintah sebagai badan hukum
publik adalah bestuurszorg yaitu
tugas yang meliputi segala lapangan
kemasyarakatan dan suatu konseP

negara hukum modern yang
memperhatikan kepentingan seluruh
rakyaL Konsekuensinya jika badan
hukum publik harus menanggung
risiko dan bertanggung jawab atas
kerugian usaha tersebut, fungsi
tersebut tidak dapat akan optimal dan
maksimal dijalankan oleh
pemerintah. Dengan dasar
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pemahaman tersebut kedudukaa
pemerintah dalam perseroan terbatas
tidak dapat dikatakan sebagai
mewakili pemerintah sebagai badan
hukum publik Pemahaman tersebut
harus ditegaskan sebagai bentuk
atrrmatif pemakaian hukum privat
dalam perseroan terbatas, yang
sahamnya antara lain dimiliki
pemerintah. Dengan mengemukakan
dasff logika hukum atas aspek
kerugian negara dalam perseroan
terbatag yang seluruh atas salah satu
sahamnya dimiliki negara berarti
konsep kerugian negara dalam
pengertian merugikan
negara tidak terpenuhi- Hal ini
disebabkan ketika pemerintah
sebagai badan hukum privat
memutuskan penyertaan modalnya
berbentuk saham dalam perseroan
terbatas maka pada saat
imunitas publik dan negaera hilang
dan terputus hubungan hukumnya
dengan keuangan yang telah berubah
dalam bentuk saham, demikian pula
ketentuan pengelolaan dan
pertanggungiawaban keuangan
negara dalam bentuk saham tersebut
otomah berlaku dan berped<iman
pada tru Nomor I Tahun 195.

Kondisi demikan mengakibatkan
putusnya keuangan yang ditanamkan
dalam perseroan terbatas sebagai
keuangan negara, sehingga berubatr
status menjadi keuangan
perseroan terbatas. Dengan dasar
pemahaman tersebut dapatlah
dikemukakan sesrrngguhnya
menetapkan suatu perbuatan tindak
pidana korupsi sebagai
yang merugikan negara tidak hanya
dapat disandarkan paAa hakikat
mengikuti mmusan perbuatan
formalny4 yaitu dengan, "melawan
hukum melalrukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang

lai& atau suafu badan". Akan tetapi
yang lebih penthg pada rumusan
materiilnya, yaitu merugikan negara-
Aspek kerugian negara inilah yang
selalu kemudian diindentikan dengan
keuangan negara. Mungkin
perbuatan tindak pidana korupsi
seseoftulg dalam perseroan terbatas
(PERSERO) yang sahamnya antara
lain dimiliki negara berarti s@ara
formal melawan hukum dan
memperkaya diri sendiri, orang lain
atau suatu badan- Akan te@i,
perbuatan tersebut secara materiil
tidak merugikan keuangan negara,
karena posisi dan status hukum
keuangan negaera dalam perseroan
terbatas bukan lagi merupakan
keuangan negara, melainkan
keuangan milik perseroan
(PERSERO) tersebut, dimana
sebagai pemilik satram mempunyai
kedudukan hukum yang sama dengan
pemilik saham swasta lainnya
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Negara menurut UU No. 17 Tahun
2003
Presiden selaku Kepala
Pemerintahan memegang kekuasaan
pengelolaan keuangan negara
sebagai bagran dari kekuasaan
pemerintahan. UU No. 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara
mengatur kekuasaan atas
pengelolaan keuangan negara
sebagai berikut @asal 6):
(1) Presiden selaku Kepala
Pemerintahan memegang kekuasaan
pengelolaan keuangan negara
sebagai bagian dad kekuasaan
pemerintahan-
Kekuasaan pengelolaan
negara sebagaimana dimaksud di sini
meliputi yang bersifat
umum dan kewenangan yang bersifat
khusus. Kewenangan yang bersifat
umum meliputi penetapan arah,
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pelaksanaan
pertanggungiawaban

kebijakan trrnum, strategi, dar
prioritas dalarn pengelolaan APBN,
autara lain penetapan pedoman

jawab aras pengelolaan keuangan
lembaga yang bersangkutan.
(c) diserahkan kepada
gubemur/bupati/walikota selaku
kepala pemerintahan daerah untuk
mengelola keuangan daerah dan
mewakili pemerintah daerah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang
dipisahkan
(d) tidak termasuk kewenangan
dibidang moneter, yang meliputi
antara lain mengeluarkan dan
mengedarkan uan& yang diatur
dengan undang-undang.
Sesuai dengan asas desentralisasi
dalam penyelenggaraan
pemerintahan negara sebagian
kekuasaan Presiden tersebut juga
diserahkan kepada
Gubemur/Bupati/Walikota selaku
pengelola keuangan daerah.
Demikian pula untuk mencapai
kestabilan nilai rupiah tugas
menetapkan dan melaksanakan
kebijakan moneter serta mengatur
dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran dilakukan oleh bank
sentral. Prinsip pembagian kekuasaan
ini perlu dilaksanakan secara
konsisten agar terdapat kejelasan
dalam pembagian wewenang dan
tanggung jawab, terlaksananya
mekanisme checl<s and balances
serta untuk mendorong upaya
peningkatan profesionalisme dalam
penyelenggaraan fugas
pemerintahan.
Selanjutry4 Pasal 7 llU No- 17

Tahun 2003 menegaskan bahwa:
(l) Kekuasaau atas pengelolaan
keuangan negara digunakan untuk
mencapai tujuan bernegara Q)
Dalam rangka penyelenggaraan
fimgsi r:ntuk mencapai
tujuan bernegara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (l) setiap tahun
disusun APBN dan APBD. Sub-

dan
APBN,

penetapan pedoman penyusunan
kerja kementerian

negara/lembaga, penetapan gaji dan
tunjangaru serta pedoman
pengelolaan penerimaan negara.
Kewenangan yang bersifat khusus
meliputi keputusanlkebijakan teknis
yang berkaitan dengan pengelolaan
APBN, antara lain keputusan sidang
kabinet di bidang pengelolaan
APBN, keputrsan rincian APBN,
keputusan dana perimbangan, dan
penghapusan aset dan piutang
negara-
(2) Kekuasaan pengelolaan keuangan
negara tersebut:
(a) dikuasakan kepada Menteri
Keuangan, selaku pengelola fiskal
dan Wakil Pemerintah dalam
kepemilikan kekayaan negara yang
dipisahkan
Menteri Keuangan sebagai pembantu
Presiden dalam bidang keuangan
pada hakekatnya adalah Chief
Fi nancial Officer. (CF O) Pemerintah
Republik lndonesia.
(b) dikuasakan kepada
menteri/pimpinan lembaga selalcu
Pengguna Anggaran/Penggrma
Barang kementerian negara/lembaga
yang dipimpinnya
Setiap menteri/pimpinan lembaga
pada hakekatnya adalah Chief
Operational Officer (COO) untuk
suatu bidang tertentu pemerintahan.
Dalam ketentuan ini yang dimaksud
dengan lembaga adalah lembaga
negara dan lembaga pemerintah
nonkementerian negara. Di
lingkungan lembaga negara, yang
dimaksud dengan pimpinan lembaga
adalah pejabat yang bertangguing
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bidong pengelolaan frskal meliputi
firngsi-fungsi pengelolaan kebijakan
fiskal dan kerangka ekonomi malro,
penganggaran, administrasi
perpajakaru administrasi kepabeanan,
perbendaharaan, dan pengawasan
keuangan. Tugas Menteri Keuangan
dalarn rangka pelaksanaan kekuasaan
atas pengelolaan fiskal meliputi
(Pasal 8): (a) menyusun kebijakan
fiskal dan kerangka ekonomi makro.
(b) menyusun riilrcangan APBN dan
rmcangan Perubahan APBN- (c)
mengesahkan dokumen pelaksanaan
anggaran. (d) melakukan perjanjian
internasional di bidang keuangan. (e)
melaksanakan pemturgutan
pendapatan negara yang telah
ditetapkan dengan undang-undang-
(f) melaksanakan fungsi bendahara
umum negara. (g) menyusun laporan
keuangan yang merupakan
pertanggungiawaban pelaksanaan
APBN. (h) melaksanakan tugas-tugas
lain di bidang pengelolaan fiskal
berdasarkan ketentuan undang-
undang-
Sementara itu, menteri/pimpinan

rangka penerimaan negara bukan
pajak yang pemungutannya merfadi
tanggung jawab kementerian
negaraAembaga yang bersangkutan.
Utang yang dimaksud di sini adalah
kewajiban negara kepada pihak
ketiga dalam rangka pengadaan
barang dan jasa yang pembayaxannya
merupakan tanggung jawab
kementerian negara/lembaga
berkaitan sebagai unit pengguna
anggaran dan/atau kewaj iban lainnya
yang timbul berdasarkan undang
undang/keputusan pengadilan. (0
mengelola barang mililc&ekayaan
negara yang men$adi tanggung jawab
kementerian negara/lembaga yang
dipimpinnya. (g) menyusun dan
menyampaikan laporan keuangan
kementerian negara./lembaga yang
dipimpinnya Penyusunan dan
penyajian laporan keuangan yang
dimaksud di sini adalah dalam
rangka akuntabilitas dan keterbukaan
dalam pengelolaan keuangan negara,
termasuk prestasi kerja yang dicapai
atas penggunaan anggaran. (h)
melaksanakan tugas-tugas lain yang
menjadi tanggung jawabnya
berdasarkan ketenfuan undang-
undang- Kekuasaan pengelolaan
keuangan daerah yang diserahkan
oleh Presiden kepada
gubermr/bupati/walikota selaku
kepala pemerintahan daerah
dilaksanakan oleh kepala satuan
kerja pengelola keuangan daerah
selaku pejabat pengelola APBD dan
oleh kepala satuan kerja perangkat
daerah selaku pejabat pengguna
anggaran/barangdaerah (Pasal 1 0)-
Dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah, pejabat pengelola keuangan
daerah tugas sebagai
berikut: (a) men)rusun dan
melaksanakan kebif akan pengelolaan
APBD. (b) menyusun ftmcaagan

lembaga sebagai
Anggaran/Penggtna

Pengguna
Bdrang

kementerian negara/lembaga yang
dipimpinnya mempunyai tugas
sebagai berikut: (a) menyusun
rancangan anggaran kementerian
negara/lembaga yang dipimpinnya.
ft) menyusun dokumen pelaksanaan
anggaran. (c) melaksanakan
anggaran kementerian
negara/lembaga yang dipimpinnya
(d) melaksanakao pemungutan
penerimaan negara bukan pajak dan
menyetorkannya ke Kas Negara- (e)
mengelola piutang dan utang negara
yang mer{adi tanggung jawab
kementerian negaraAembaga yang
dipimpinnya Piutang yang dimaksud
di sini adatah hak negara dalam
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melaksanakan pemungutan terselenggaranYa pengelolaan

APBD dan ranctmgan Penrbatran

APBD. G) melaksanakan

pemungutar pendapatan daerah yang

telatr ditetapkan dengan Peraturan

Daeratr. (d) melaksanakan fungsi
bendalrara umum daerah. (e)

menyusun laporan keuangan Yang
merupakan pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD.
Adapun kepala satuan kerja
perangfut daerah selaku Pejabat
pengguna anggaran/barang daerah
mempunyai tugassebagai berikuf (a)

menyusun anggaran satuan kerja
perangkat daerah yang dipimpinnya;
(b) menyusun dokumen pelaksanaan

anggaran. (c) melaksanakan
anggaran satuan kerja Perangkat
daerah yang dipimpinnya. (d)

penerimaan bukan pajak. (e)

mengelola utang piutang daerah yang
menjadi tanggung jawab satuan kerja
perangkat daerah yang dipimpinnya.
(f) mengelola barang milik/kekayaan
daerah yang menjadi tanggung jawab

satuan kerja perangftat daerah yang
dipimpinnya; (g) menyusun dan

menyampaikan laporan keuangan
satuan kerja perangkat daerah yang
dipimpinnya. Penyusunan dan
penyajian laporan keuangan
dimaksud adalah dalam rangka
akuntabilitas dan keterbukaan dalam
pengelolaan keuangan daerah,

termasuk prestasi kerja falp dicapai

atas penggunaan anggaran.-

Azas-Azas Umum Dalam
Pengelolaan Keuangan Negara

Dalam rangka pengelolaan
keuangan negam dikenal adarrya

beberapa az:rs yang sudah laztm
digunakan selama ini yaitu azas

2l
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tahunan, universalitas, spesialitas,

dan keatuan- Azas tahunan artinYa

membatasi masa berlakunYa
anggarm rmtuk suatu tahun tertenfu-
Azas universalitas mengharuskan
agar setiap transaksi keuangan

ditarnpilkan utuh dalam dokumen
anggaran" Azas sPesialitas

mewajibkan agtr laedit anggaftm
yang disediakan terunci secara jelas
peruntukannya Azas kesatuan

menghendaki agar semua pendapatan

dan belaqia negara/daerah disajikan
dalam satu dokumen anggaran.

Selanjutnya pengelolaan keuangan
negara/daerah juga mengadopsi azas-

azus baru yang berasal dari best

practises yang telah diterapkan di
berbagai negara untuk menfamin

keuangan rrcgaral daerah secara

akuntabel dan tanspara* Azas-azx
dimaksud terdiri dari:
a. Akuntabilitas berorientasi

pada hasil
Pemerintah wajib

mempertanggungiawabkan
pengelolaan ketrangan negara, baik
pertanggungiawaban keuangan
(financial accountability) maupun
pertanggungjawaban kinerja
(performance accountability).
b. Profesionalitas

Keuangan negara harus dikelola
secara profesional. Oleh karena itu
sumber daya manusia di bidang
keuangan harus profesional, baik di
lingkungan Bendahara Umum
NegaralDaeratr mauptm di
lingkungan
AnggaranlBarang-
c. Proporsionalitas

Pengguna

Strmber daya yang tersedia
dialokasikan secara proporsional
terhadap hasil yang akan dicaPai.
Hal ini diakomodasi dengan
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diterapkannya prinsip penganggaran
berbasis kinerja
d. Keterbukaan

Pengelolaan keuangan
dilaksanakan secara transpararq baik
dalam perencanruln dan
penganggaran, pelaksanaan
anggaran, pertanggung-jawabarq
maupun hasil pemeriksaan.
e. Pemeriksaan keuangan oleh

badan pemeriksa yang bebas
dan mandiri

Pemeriksaan atas tanggung jawab
dan pengelolaan keuangan
negara/daerah dilakukan oleh badan
pemeriksa yang independen, dalam
hal ini adalah Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK). Pemeriksaan oleh
BPK dilaksanakan sesuai dengan
amanat undang-undang dan hasil
pemeriksaan disampaikan langsung
kepada parlemen. Kedudukan BPK
terhadap pemerintah adalah
independen, dengan kata lain BPK
merupakan extemal auditor
pemerintah.22
Aspek Sejarah dan Rencana
Strategis BPK

Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun
1945 menetapkan bahwa d"tut
memeriksa tanggung jawab tentang
Keuangan Negara diadakan suatu
Badan Pemeriksa Keuangan yang
peraturannya ditetapkan dengan UU.
Hasil pemeriksaan itu disampaikan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Berdasarkan amanat UUD Tahun
1945 tersebut telah dikeluarkan Surat
Penetapan Pemerintah No.lllOEM
tanggal 28 Desember 1946 tentang
pembentukan Badan Pemeriksa
Keuangan, pada tanggal I Januari
1947 yarrg berkedudukan sementara

zhttp :/lblogpej antantanggung.blogspot.c
om/ 20 I | / 0 5 I azzs-ai zs-umum-dalam-
pengelolaan.htrnl

dikota Magelang. Pada waktu itu
Badan Pemerilsa Keuangan hanya

9 orang pegawai dan
sebagai Ketua Badan Pemeriksa
Ket'angan pertama adalah R
Soerasno. Untuk memulai tugasnya,
Badan Pe,meriksa Keuangan dengan
suratnya tanggal 12 Apdl 1947
No.94- 1 telah mengumumkan kepada
semua instansi di Wilayah Republik
Indonesia mengenai tugas dan
kewajibannya dalam memeriksa
tanggung jawab tentang Keuangan
Negara" unfuk sementara masih
menggunakan peraturan perundang-

yang dulu berlaku bagi
pelaksanaan tugas Algemene
Rekenkamer (Badan Pemeriksa
Keuangan Hindia Belanda), yaitu
ICW dan IAR. Dalam Penetapan
Pemerintah No.6/1948 tanggal 6
Nopember 1948 tempat kedudukan
Badan Pemeriksa Keuangan
dipindahkan dari Magelang ke
Yogyakarta. Negara Republik
Indonesia yang ibukotanya di
Yogyakarta tetap mempunyai Badan
Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23
ayat (5) UUD Tahun 1945; Ketuanya
diwakili oleh R Kasinnan yalrrg
diangkat berdasarkan SK Presiden Rl
tanggal 3l Januari 1950
No-13/411950 terhitung mulai 1

Agustus 1949. Dengan terbentuknya
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Serikat (RIS) berdasarkan Piagam
Konstitusi RIS tanggal 14 Desember
1949, maka dibentuk Dewan
Pengawas Keuangan (berkedudukan
di Bogor) yang merupakan salatr satu
alat perlengkapan negara RIS,
sebagai Ketua diangkat R. Soerasno
mulai tanggal 31 Desember 1949,
yang sebelumnya menjabat sebagai
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di
Yogyakarta- Dewan Pengawas
Keuangan RIS berkantor di Bogor
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menempati bekas kantor
Rekenkamer pada masa
Netherland Indies Civil
Administration (I[ICA). Dengan
kembalinya bentuk Negara menjadi
Negara Kesatuan Republik lndonesia
pada tanggal 17 Agustus 1950, maka
Dewan Pengawas Keuangan RIS
yang berada di Bogor sejak tanggal 1

Oktober 1950 digabung dengan
Badan Pemeriksa Keuangan
berdasarkan t UDS 1950 dan
berkedudukan di Bogor menempati
bekas kantor Dewan Pengawas
Keuangan RIS. Personalia Dewan
Pengawas Keuangan RIS diambil
dad unsur Badan Pemeriksa
Keuangan di Yogyakarta dan dari
Algemene Rekenkamer di Bogor.
Pada Tanggal 5 Juli 1959
dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang
menyatakan berlakunya kembali
UUDNRI 1945. Dengan demikian
Dewan Pengawas Keuangan
berdasarkan UUD 1950 kembali
menjadi Badan Pemeriksa Keuangan
berdasarkan Pasal 23 (5) UUD
Tahun 1945. Meskipun Badan
Pemeriksa l(suangan berubah-ubah
menjadi Dewan Pengawas Keuangan
zuS berdasarkan konstitusi RIS
Dewan Pengawas Keuangan RI
(UUDS 1950), kemudian kembali
menjadi Badan Pemeriksa Keuangan
berdasarkan UUD Tahun 1945,
namun landasan pelaksanaan
kegiatannya masih tetap
menggunakan ICW dan [AR. Dalam
amanat-amanat Presiden yaitu
Deklarasi Ekonomi dan Ambeg
ParanaArt4 dan di dalam Ketetapan
MPRS NO. 11/IVIPRS/I960 SCrTA

resolusi MPRS No.
1/Res/MPRSlL963 telah
dikemukakan keinginan-keinginan
untuk menyempumakan Badan
Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat

menjadi alat konhol yaag efektif,
Untuk mencapai tujuan itu mal<a

pada tanggal L2 Oktober 1963,
Pemerintatr telah mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Pengganti UU
No. 7 Tahuu 1963 (LN No. 195

Tahun 1963) yang kemudian diganti
dengan UU (PERPU) No. 6 Tahun
1964 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan Gaya Baru. Untuk
mengganti PERPU tersebut,
dikeluarkanlah UU No- 17 Tahun
1965 yarng antara lain menetapkan
bahwa Presiden, sebagai Pemimpin
Besar Revolusi pemegang kekuasaan
pemeriksaan dan penelitiail tertinggi
atas penyusunan dan pengurusan
Keuangan Negara. Ketua dan Wakil
Ketua BPK RI berkedudukan
masing-masing sebagai Menteri
Koordinator dan Menteri. Akhimya
oleh MPRS dengan Ketetapan
No.X/IvIPRS 11966 Kedudukan BPK
RI dikembalikan pada posisi dan
fungsi semula sebagai Lembaga
Tinggi Negara Sehingga UU yang
mendaffri tugas BPK RI perlu
diubah dan akhirnya baru
direalisasikan pada Tahun 1973
dengan UU No. 5 Tahtm 1973
Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Dalam era Reformasi sekarang ini,
BPK telah mendapatkan dtrkungan
konstitusional dari MPR RI dalam
Sidang Tahman Tahun 2002 yang
memperkuat kedudukan BPK RI
sebagai lembaga pemeriksa ekstemal
di bidang Keuangan Negara, yaitu
dengan dikeluarkannya TAP MPR
No.VI/lvIPR/2002 yang antara lain
menegaskan kembali kedudukan
Badan Pemeriksa Keuangan sebagai
satu-satunya lembaga pemeriksa
eksternal negara dan
peftmannya perlu lebih dimantapkan
sebagai lembaga yang independen
dan profesional. Untuk tebih
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memantapkan tugas BPK RI,
ketentuan yang mengatur BPK RI
dalam UUDNRI 1945 telah
diamandemen Sebelurn amandemen
BPK RI hanya diatur dalam satu ayat
(pasal 23 ayat 5) kemudian dalam
Perubahan Ketiga WDNRI 1945
dikembangkan menjadi satu bab
tersendiri (Bab VUI A) dengan tiga
pasal (23E,23F, dan 23G) dan tujuh
ayat. Untuk menunjang tugasny4
BPK RI didukung dengan
seperangkar Undang-Undang di
bidang Keuangan Negara, yaifu; UU
No.17 Tahun 2003 Tentang
keuangan Negma. UU No.1 Tahun
2004 Tentang Perbendahaftuul
Negara. UU No. 15 Tahun 2004
Tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara
Rencana Strategis BPK 2011-2015
- Pengelolaan keuangan negara

merupakan suatu kegiatan yang
akan mempengaruhi peningkatan
kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat dan bangsa Indonesia-

- Perubahan kepemimpinan di
BPK pada saat ini terjadi
bersamaan dengan perutiahan
lingkungan eksternal yang
berkaitan dengan pengelolaan
keuangan negara. Perubahan
tersebut antara lain
meningkatnya kesadaran
masyarakat untuk memiliki
pemerintahan yang bersrlU
akuntabel, dan transparan dalam
mengelola keuangan negara.

- Perubahan lingkungan eksternal
yang kedua adalah kew4iiban
Pemerintah Pusat dan Daerah
untuk men) rsun laporan
keuangan sebagai wujud
akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara/daerah. Sesuai
dengan Undang Undang Dasar

Negara Kesatuan Republik

. Indonesia Tahun 1945, BPK
mempunyai kewajiban dan
mandat untuk melalrukan
pemeriksaan atas laporan
keuangan tersebut.

- Perubahan lingkungan eksternal
yang terakhir berkaitan dengan
pemberian otonomi kepada
daerah dalam melakukan
pengelolaan keuangan daexah
dan juga keuangan Pemerintah
Pusat- Pengelolaan keuangan
negam yang sebelumnya
terpusat di ibu kota negara
menjadi tersebar di masing-
masing provinsi dan
kabupaten/kota.

- Perubahan-perubahan dalam
penyelenggaraan negara di atas
sangat mempengaruh posisi
BPK sebagai satu-satunya
lemb4ga yang bertanggung
jawab untuk melalarkan
pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan
negara- I{al inilah yang
mendorong BPK men)rusun
Rencana Strategis 20ll - 2015
agar dapat dengan segeftr
mengadaptasi perubatran dalam
melaksanakan tugas dan
fungsinya.a

III. PEMBAHASAI\I
A. Ruang Hndory dan Obidi

Pemerilsaan Kerungan N€gara
Untuk lebih memantapkan

tugas BPK R[, ketentuan yang
mengatur BPK RI dalam t t D
Tahun 1945 telah diamandemen.
Sebelum amandemen BPK RI hanya
diatur dalam satu ayat (pasat 23 ayat
5) kemudian dalam Perubahan
Ketiga UUD 1945 dikembang!<an

'3lrtp://www.bpkgo-id/web/?attachment id
:8821
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meqiadi satu bab tffsendiri @ab WI
A) dengan tiga pasal (238,23F, dan

23G) dan tujuh ayat. Untuk
menuqiang tugasnya, BPK RI
didukung dengan sePerangkat

Undang-Undang di bidang Keuangan
Negara, yaitu; UU No.l7 Tahun
2003 Tentang keuangan Negar4 UU
No.l Tahun 2004 Tentang

Perbendalraraan Negara, UU No. 15

Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara Secara spesifik
landasan hukum dalam pemeriksaan

keuangan negara tercanfum dalam:
1. UUDNRI 1945 amandemen ke-4

Pemeriksaan keuangan negara

diatur di dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945 khususnya
di bagtan yang mengatur
mengenai keuangan negara. Di
pasal 23dinyatakan bahwa
anggafim pendapatan dan
belanja negara merupakan wujud
pengelolaan keuangan negaftL

Kemudian di Bab VIttA
mengenai Badan Pemeriksa
Keuangan pasal 23Edinyatakan
bahwa 'pngelolaan dan
tanggung jawab keuangan
negara diperiksa oleh satu BPK
yang bebas dan mandiri.

2. Di dalam penjelasan dari UU
Nomor 17 Tahun 2003
disebutkan bahwa salah satu asas

umum pengelolaan keuangan
neg{ua adalah pemeriksaan
keuangan oleh badan
pemeriksayang bebas dan
mandiri- Ketentuan mengenai
pemeriksaan keuangan negara di
dalam Bab VIII mengenai
per-tanggungiawaban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

UU No. I Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara. Di
dalam UU ini memang tidak
diaur menge,nai pemeriksaum

keuangan negara secara tersurat.

Hanya saja, di Bab D( tentang
Penatausatraan dan

Pertanggrmgiawaban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara

dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, disebutkan
keberadaan BPK sebagai

lembaga yang diserahi laPoran

keuangan oleh Presiden.
UU No.l5 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan
Negara UU ini merupakan
pedoman utama bagi Para
pemeriksa BPK untuk
melakukan pemeriksaan

keuangan negara. Di dalam UU
ini diatur mengenai lingkup
pemeriksaan, pelaksanaan
pemeriksaan, hasil pemeriksaan
dan tindak lanjut,
hingga pengenaan ganti kerugian
negara.
UU No. 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan. UU
ini merupakan pengganti UU
Nomor 5 Tahun 1973 tentarrg
Badan Pemeriksa Keuangan
yang sudah tidak sesufti lagi
dengan perkembangan sistem
ketatanegaraan, baik pada

pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah.
Peraturan Badan Pemeriksa
Keuangan Nomor I Tahun 2007
tentang Standar Pemeriksaan
Keuangan Negara- Pemeriksa
dalam melalcukan tugasnya
memerlukan standat sebagai
acuan dalarn
melalcukan pemeriksaan.
Dengan adanya standar ini

3.

4-

5.

6.
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dihar4pkan hasil pemeriksaan
BPK dapat lebih berkualitas dan
member nilai tambah yang
positif bagi perkembangansistem
pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara.
Dalam mer:falankan

pemeriksaan terhadap keuangan
negara, BPK memiliki wewenang
untuk melalcukan pemeriksaan
entitas pemerintatr dan entitas yang
mengelola pemerintatr.
Perneriksaan keuangan negara tidak
hanya menyangkut pemeriksaan atas
tanggung jawab keuangan negara
saja. Pemeriksaan keuangan negara
juga mencakup pemeriksaan atas
pengelolaan keuangan negara Arifin
P. Soeria Atmadj4 menyatakan
bahwa dengan adanya legitimasi dari
UUDNRI 1945 yang merubatr firngsi
pemeriksaan BPK yang tidak hanya
ditujukan pada tanggung jawab
keuangan, tetapijuga pengelolaan
keuangan negara akan menciptakan
disorientasi fungsi BPK yang
melebar kesegala arah dalam
melalcukan pemeriksaan keuangan
negara. Ia berpendapat bahwa
disorientasi fungsi tersebut 'akan

mengakibatkan melemahnya rentang
kendali (spent of control),
inmodemisasi, penyalatrgunaan
wewenaog, dan menjadi tidak
tanggap terhadap
munculnyapenyimpangan keuangan
negara secara efektif. Hal ini hanya
akan mendorong ketidakberdayaan
BPK dalam menjangkau segi
strategis tanggung jawab keuangan
negara dibandingkan berkutat
menjelajah segi teknis pengelolaan
keuangan negara Pendapat dari
Arifin P. Soeria Atmadja tersebut
nampaknya tidak sepenuhnya benar
karena hingga saat ini BPK tetap
dapat melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya dengan baik dalam
melalarkan pemeriksaan keuangan
negara Pemeriksaan keuangan
negara yang diperluas sehingga
mecakup aspek pengelolaarl
meskipun menarnbah beban kerja
dari BPK namun tidak mengurangi
profesionalitas badan ini dalam
melaksakanpemeriksaan keuangan
negara yang hingga saat ini masih
terus memberikan kontribusinya
dalam mengawasi jalannya
pemerintahan- Pemeriksaan
keuangan negara menurut
UUNomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
meliputi: Femeriksaan keuangarl
Pemeriksaan kioerju, Pemeriksaan
dengan tujtran tertentu. Pemeriksaan
keuangan negara meliputi
pemeriksaan atas pengelolaan
keuangan negara dan pemeriksaan
atas tanggung jawab keuangan
negara. Dalam menjalankan fungsi
sebagai pemeriksa keuangan negara,
BPK memiliki tugas uotuk
memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab negara
yang dilakukan oleh : l. Pemerintah
Pusa! 2. Pemerintah Daerah, 3.
Lembaga Negara lainnya, 4. Bank
Indonesia, 5. Badan Usaha Milik
Negar4 6. Badan Layanan Umum,
T.Badan Usatra Milik Daerah, dan 8.
Lembaga atau badan lain yang
mengelola keuangan negara.
Pelaksanaan pemeriksaan terhadap
objek-objek pemeriksaan
negara tersebut
dilakukanberdasarkan peraturan

-undangan yang mengatur
tentang pemeriksaan pengelolaan dan
tanggung jawab negara.
Yang dimaksud dengan 'lembaga

atau badan lain' yaitu badan hukum
milik negara, yayasan yang
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mendapat fasilitas negara, komisi-
komisi yang dibentuk dengan UU,
dan badan swasta yang menerima
dan/atau mengelola rumg negara.

B. Jenis Pemeriksaan Pengdean dan
Tanggung Jawab Xeurgan
Negrra
Sebagaimana telah ditetaPkan

dalam UUDNRI 1945, pemeriksaan
yang menjadi tugas BPK meliputi
pemeriksaan atas pengelolaan dan
tanggungjawab mengenai keuangan

negara Pemeriksaan tersebut
mencakup selunrh unsur keuangan
Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 UU Nomor 17 tahun
2003 tentang Keuangan Negara.
Sehubungan {engan ih1 kepada BPK
diberi kewenangan untuk melakukan
3 (iga) jenis pemeriksaan, yakni
Pemeriksaan keuangan, adalah
pemerikffBn atas laporan keuangan
pemerintah pusat dan pemerintah
daerah- Pemeriksaan keuangan ini
dilakukan oleh BPK dalam
rangkamemberikan pemyataan opini
tentang tingkat kewajaran informasi
yang disajikan dalam laporan
keuangan pemerintah. Pemeriksaan
kinerj4 adalah pemeriksaan atas

aspek ekonomi dan efisiensi, serta
pemeriksaan atas aspek efektivitas
yang lazim dilakukan bagi
kepentingan manajemen oleh aparat
pengawasan intern pemerintah. Pasal

238 UUDNRI 1945 mengamanatkan
BPK untuk melaksanakan
pemeriksaan kinerja pengelolaan
keuangan negara. Tujuan
pemeriksaan ini adalah untuk
mengidentifikasikan hal-hal yang
perlu menjadi perhatian lembaga
perwakilan. Adapun untuk
pemerintafu pemeriksaan kinerja
dimaksudkan agarkegiatan yang

dibiayai dengan keuangan

negara/daerah diselenggarakan

secara ekonomis dan efisien serta

memenuhi s:rstuannya secara efektif.
Pemeriksaan dengan tujuan tertenttt
adalah pemeriksaan yang dilakukan
dengan tujuan khusus, di luar
pemeriksaan keuangan dan
pemeriksaan kinerja. Termasuk
dalam pemeriksaan tujuan tertentu

ini adalah pemeriksaan atas hal-hal
lain yang berkaitan dengan keuangan
dan pemeriksaan investigatif. Untuk
mengupas lebih jauh tentang jenis-
jenis pemeriksaan yang dilakukan
oteh BPK tersebut maka kita akan

mengupas safu-persafu.
Pengertian pemeriksaan keuangan
Secara sederhana pemeriksaan
keuangan diartikan sebagai
pemeriksaan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan yang diperiksa
adalah laporan keuangan pemerintatr
pusat dan laporan keuangan
pemerintah daerah. Pemeriksaan

keuangan ini dilakukan oleh Badan
Pengawas Keuangan dalam rangka
memberikan pernyataan opini
tentang tingkat kewajman infomrasi
yang disajikan di dalam laporan
keuangan pemerintah. Opini tersebut
dibuat oleh Badan Pemeriksa
Keuangan yang intinya
menyimpulkan apakah laPoran

keuangan yang diperiksa telatr
disajikan secara wajar dalarrft semua

hal yang material sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku
umum di Indonesia atau basis

akuntansi komprehensif selain
prinsip akuntansi yang berlaku
umum dilndonesia.
Tujuan pemeriksaan keuangan

Tujuan dari pemeriksaan
keuangan adalah untuk menilai
kewajaran pelaporan keuangan
entitasyang diperiksa. Pemeriksaan
ini bertujuan untuk memberikan
keyakinan yang memadai mengenai
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&cnajaraa pnyajiarn lapot,zun;

hrilgan dalarn semua hal yang
rroial.
[.-BEp pemeriksaan keuangan

Sebagaimana telah disebutkan
ddumnya bahwa pemeriksaan
blatrgan dilakukan atas laporan
Umgan pemerintah. Di dalam

Ilctrrliuk pelaksanaan pemeriksaan
mgBn disebutkan
iLftuapemeriksaan keuangan ini
firdiri dari:
I- Iaporan Keuangan Pemerintah

Pusat.
L Iaporan Keuangan

Kementerian/Lembaga.
3" [^aporan Keuangan Pemerintah

Daerah.
4- Laporan Keuangan Bank

Indonesia.
5- taporan Keuangan Badan Usaha

Milik Negara (BUM bt).
6- Laporan Keuangan Badan

Layanan Umum.
7" Iaporan Keuangan Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD).
t- Laporan Keuangan lembaga atau

badan lain yang mengelola
keuangan nggara
berdasarkan perafuran
perundang-undangan yang
berlaku-

FemerilsaanKinerja
UU Nomor 15 Tahun 20M pasal

4 ayat 3 menyatakan bahwa
pemeriksaan kinerja adalah
pemeriksaan atas pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara
yang terdiri dari pemeriksaan aspek
ekonomi, aspek efisiensi, serta aspek
efektivitas- Selain itu pengujian
terhadap ketentuan

dan pengendalian intern
juga perlu dilaksanakan dalam
melaksanakan pemeriksaan kinerja.
INTOSAI mengartikan audit kinerja
sebagai pemeriksium yang

ndependen atas efuiensi4an
efektivitas kegiatarq program, dan.
organisasi, dengan memperhatikan
aspek ekonomi dengan tujuan untuk

ke arah perbaikan. Dari
kedua pengertian di atas ada tiga
buah kata yang persis selalu ada
dalam susurum kata-katapenyusun
pengertian pemeriksaan kinerja yakni
efisiensi, efektivitas, dan juga
ekonomi. Tiga hal tersebut
merupakan aspek-aspek yang
digunakan dalam melirkukan
pemeriksaan kinerja. Bagaimana
entitas menggunakan sumber daya
secara ekonomis, efe}$if, dan efisien.
Ketiga aspek tersebut pada dasamya
berhubungan erat dengan pengertian
input, out|tut, dara outc ome.

Tujuan pemeriksaan kinerja
Tujuan pemeriks:um kinerja

adalah untuk menilai apakah entitas
atau organisasi menggunakan sumber
daya secara ekonomis, efektif, dan
efrsien. Tujuan lebih laqiut
dari pemeriksaan kinerja ini adalah
untuk mendorong ke arah perbaikan
sesuai dengan pemyataan yangdibuat
oleh INTOSAI karena pemeriksaan
jenis ini menghasilkan temuarl
simpulan, dan rekomendasi.
Pemeriksaan kinerja menghasilkan
informasi yang berguna untuk
meningkatkan kinerja suatu program
dan memudahkan pengambilan
keputusan bagi pihak yang
bertanggung jawab untuk mengawasi
dan mengambil tindakar koreksi
serca meningkatkan
pertanggungjawaban publik. Contoh
tujuan pemeriksaan 36s hasil dan
efektivitas program serta
pemeriksaan atas ekonomi dan
efisiensi adalah penilaian atas:
1) Sejauh mana tujuan pemturan

perundang-trndangan dan
organisasi dapat dicapai.
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2) Perbandingan antara biaYa dan
manfaat atau efektivihs biaya
suatu progftm-

3) Sejauh nurur entitas Yang
diperiksa telah mengikuti
ketentuan pengadaan Yan sehat.

Linglup pemeriksaan kinerja.
Pemeriksaan kinerja ini dapat

dila}sarakan sebagai tahaPan

selar{utnya setelah pemeriksaan
keuangan dilaksmakan. Pemeriksaan
kinerja merupakan pemeriksaan atas

firngsi instansi pemerintah asPek

ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
Implementasi dad pemeriksaan
kinerja ini misalnya adalatr audit
lingkungan, audit kinerja lembaga
misatnya pemeriksaan kinerja
rumahsakit, dan pemeriksaan kinerja
atas pelayanan kesehatan. Lingkup
pemeriksaan kinerja ini akan
ditentukan lebih laniut di dalam
proses perencanaan peineriksaan.2a

IV. XESIMTUT.AI\I
l. Lingkungan pemeriksaan

keuangan negara meliputi entitas
pemerintah dan entitas yang
meagelola keuangan pemerintah-
Pemeriksaan keuangan negara
tidak hanya menyangkut
pemeriksaan atas tanggung
jawab keuangan negara saja
tetapi juga mencakuP
pemeriksaan atas pengelolaan

keuangan negara.
2. Perlakuan Badan Pemeriksaan

Keuangan menyangkut
pemeriksaan keuangan negara

yang meliputi pemeriksaan atas
pengelolaan keuangan negara

danpemerilsaan atas tanggurng
jawab keuangan negara- Dalam

2ahttp 
: /hvnvw. bpk. go. idlweM

ment id:8821

menjalankan firngsi, Badan
Pemeriksa Keuangan memiliki
tugas rmtuk memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab
keuangam negara yang dilakukan
oleh: Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, Lembaga

Negara lainnya Bank
Indonesia, Badan Usalra Milik
Negara, Badan I-ayanan Umum"
Badan Usaha Milik Daeratr, dan
Lembaga atau badan lain Yang
mengelola keuangan nqpra.
Yang dimaksud dengan
'lembaga atau badan lain' Yaitu
badan htrkum milik negara"

yayasan yang mendapat fasilitas
negara, komisi-komisi
dibentuk dengan un<L

undang, dan badan swasta Yang
menerima dan/ atat mengelola
urmgnegara.
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